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Latar belakang penelitian ini Dispensasi nikah merupakan instrumen hukum
yang diberikan oleh pengadilan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak serta
mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak
negatif, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Namun dalam
praktiknya, permohonan dispensasi nikah masih kerap diajukan ke Pengadilan
Agama dengan beragam alasan, seperti faktor budaya, ekonomi, kehamilan di luar
nikah, serta kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan
sosial. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis dalam
menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, khususnya
dalam menerapkan prinsip kemaslahatan bagi anak. Oleh karena itu, dispensasi
nikah menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji, terutama terkait pertimbangan
hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim mengenai dispensasi kawin serta
menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam,
khususnya berdasarkan konsep magasid al-syari’ah yang menitikberatkan pada
perlindungan hak, kemaslahatan, dan keseimbangan moral.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, pihak pemohon, dan pegawai
pengadilan, serta melalui observasi dan dokumentasi terhadap perkara di
pengadilan agama Nganjuk. Analisis data dilakukan melalui tahapan Kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data,
peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian
memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan prinsip kemasalahatan
dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menjadikan prinsip kemaslahatan
(maslahah) sebagai landasan utama dalam memutus perkara dispensasi kawin.
Prinsip ini digunakan untuk menilai apakah pemberian izin kawin di bawah umur
membawa manfaat yang lebih besar dan mencegah mudarat yang lebih serius bagi
para pihak, khususnya calon mempelai perempuan. (2) Dalam perspektif hukum
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keluarga Islam, pemberian dispensasi kawin Dalam perspektif hukum keluarga
Islam, pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk ijtthad hakim untuk
menyikapi persoalan perkawinan di bawah umur yang tidak diatur secara eksplisit
dalam nash Al-Qur’an dan Hadis. Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan
secara numerik, melainkan menekankan pada kematangan (rusyd) dan kemampuan
menjalankan tanggung jawab perkawinan.
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The background of this research arises from the increasing number of
marriage dispensation applications in Religious Courts, including in Nganjuk
Regency. This phenomenon is influenced by social, cultural, economic, and moral
factors, such as premarital pregnancy and social pressure. These circumstances
have triggered debates concerning the application of the principle of justice in
granting marriage dispensations, particularly in balancing the provisions of positive
law with the values of Islamic family law, which emphasize protection for women
and children. In this context, judges play a crucial role in harmonizing legal
certainty with social benefit and fairness.

The formulation of problems in this study includes two main points: (1) how
the principle of justice is applied in granting marriage dispensations for underage
couples at the Nganjuk Religious Court, and (2) how Islamic family law views the
application of this principle of justice. The purpose of this research is to describe
and analyze the application of the principle of justice in judges’ decisions on
marriage dispensation cases and to assess its conformity with the principles of
justice in Islamic family law, particularly based on the concept of magasid al-
syart‘ah, which emphasizes the protection of rights, public welfare (maslahah), and
moral balance..

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data
were collected through interviews with judges, applicants, and court staff, as well
as through observation and documentation of Decision Number 25/Pdt.P/2021/PA
Nganjuk. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion
drawing techniques. The validity of the data was tested through source and
methodological triangulation to ensure the credibility and reliability of the findings.

The results of the study show that: (1) The application of the principle of
justice in granting marriage dispensations at the Nganjuk Religious Court was
carried out through comprehensive consideration of the couple’s mental and
economic readiness, the protection of the child’s best interests, and the potential
social impact if the marriage were rejected. Judges applied corrective and
distributive justice by balancing legal certainty with social welfare, rather than
relying solely on formal age limits. (2) From the perspective of Islamic family law,
granting a marriage dispensation is viewed as a form of rukhsah (legal concession)
permitted to prevent harm (mafsadah) and preserve welfare (maslahah). This aligns
with the principles of magasid al-syari ‘ah, which include the protection of religion
(hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), lineage (hifz al-nasl), and
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property (hifz al-mal). Therefore, the judge’s decision in this case reflects
substantive justice that is contextual and consistent with the values and objectives
of Islamic law.
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